BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
iklim investasi yang baik di Kabupaten Purwakarta,
perlu dilakukan perbaikan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



5.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013



15.

16.

17.

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Purwakarta.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP
adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.



8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk:

a. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti dan terjangkau;

b. memperpendek proses pelayanan;

c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih
luas kepada masyarakat; dan

d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada masyarakat.

BAB 111
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan PTSP meliputi:
keterpaduan;

ekonomis;

koordinasi;

pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
akuntabilitas; dan

aksesibilitas;
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Pasal 5

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan
dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh BPMPTSP.
Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan
pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan
yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada
Kepala BPMPTSP yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu perizinan
dan nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan
penanaman modal.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan PTSP, BPMPTSP dibantu oleh
Tim Kerja Teknis.

Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Standar
Pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati.
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi komponen:
dasar hukum;
persyaratan;
sistem, mekanisme dan prosedur/standar
operasional prosedur;
jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;
produk pelayanan;
prasarana dan sarana;
kompetensi pelaksana;
pengawasan internal,;
penanganan pengaduan, saran dan masukan;
jumlah pelaksana;
jaminan pelayanan;
. jJaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.
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Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian pelayanan ditetapkan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan
benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-
undang atau peraturan pemerintah.



BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

Kepala BPMPTSP menyampaikan laporan pelaksanaan
penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap 1 (satu) bulan
kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara
fungsional dilakukan oleh OPD terkait.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara
administrasi dilaksanakan oleh BPMPTSP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan penyelenggaraan PTSP dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta.

BAB VIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar
Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Ketentuan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan
nonperizinan dalam Keputusan Bupati Purwakarta
Nomor 060/Kep.419-ORTALA/2007 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 104



